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Q${alakah pengantar:

Berfikir ]ernih tentang Administrasi Negara :
Menuju Masyarakat Madani

Guru Besar Ilmu Administrasi Negara FISIPUniversitas Airlangga, Surabaya

Mengandalkan Peran Administrasi Negara
Jika difikirkan secara jernih, maka administrasi negara (public administration) harus

dirujuk pada adanya sejumlah pejabat dan aparat yang mengemban amanah, lembaga
(institutions) yang efektif, serta serangkaian proses yang menjamin keberlangsungan
implementasi kebijakan sebagai produk yang memiliki kekuatan hukum dan perundang-
undangan tetap. Sebagai cabang dari ilmu politik, administrasi negara telah mengalami
perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan yang telah diraih oleh per-
adaban mutakhir ummat manusia. Administrasi negara menjadi bidang ilmu yang menarik
minat dan perhatian para ahli dan praktisi khususnya sejak awal abad 20 hingga kini.

Pandangan klasik yang patut dikenang di awal perkembangan administrasi negara
tampaknya harus diarahkan pada kurun waktu akhir abad 19 hingga awal abad 20. Pada
tahun 1886 Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson menulis esai dengan judul "The

Study of Administration". Wilson yang juga seorang ilmuan politik merekomendasikan
untuk memisahkan isu-isu administrasi dengan politik. Wilson juga mengingatkan bah-
wa isu-isu administratif bukanlah merupakan unsur politik. Sementara pada tahun 1912,
Frederick Taylor (rnewakili praktisi) menegaskan bahwa bidang studi administrasi negara
harus didekati secara ilmiah (scientific approach) dengan dukungan berbagai macam studi
khususnya yang berkembang dalam ilmu manajemen yang menekankan pentingnya nilai-
nilai rasionalitas.
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Secara tradisional, administrasi negara sering diartikulasikan sebagai proses meng-
organisasikan semua sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai
berbagai tujuan dan kepentingan publik. Proses manajerial tersebut merupakan tindak
lanjut dari formulasi kebijakan publik dalam bentuk implementasi dan pengelolaan berba-
gai keputusan yang telah dihasilkan. Realitas menunjukkan bahwa dalam dinamika imple-
mentasi kebifakan tersebut dapat dilihat munculnya deskripsi fenomenal, bahwa ternyata

administrasi negara tidak hanya sekadar merupakan suatu ilmu. Namun demikian, lebih
daripada sebagai ilmu, administrasi negara juga merupakan suatu seni dalam mengatur

semua permasalahan publik. Administrasi negara adalah science and art. Sebagai suatu
ilmu, administrasi negara memiliki tujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan pu-
blik melalui perbaikan organisasi dan manajemen.

Dalam rangka melakukan perumusan dan implementasi kebijakan publik tersebut,
administrasi negara memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai isu mutakhir yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemampuan tersebut secara sistematis dan
efektif ditunjukkan oleh administrasi negara yang menjalankan peran dan fungsinya dengan
melandaskan diri pada 6 (enam) perspektif utuh. Perspektif administrasi negara tersebut

dapat diidentifikasi sebagai kebijakan, kelembagaan, pengeloJaan, etika, lingkungan, serta
perspektif tanggung jawab. Berawal dari perspektif kebijakan, administrasi negara ber-
usaha untuk memecahkan semua persoalan kehidupan masyarakat pertama kali dengan
melalui proses pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan dan metode terbaik dalam

mengatasi masalah tersebut.

Persoalan besar dalam menindaklanjuti keputusan yang telah dibuat adalah dukung-
an kelembagaan sebagai instrumen utama dalam tahapan implementasi. Dengan pers-
pektif kelembagaan, administrasi negara secara internal mengatur struktur dirinya dengan
mengembangkan dan membentuk berbagai unit atau satuan kerja tertentu, membagi dan
kemudian mendelegasikan wewenang serta tugas dan tanggung jawab serta koordinasi
antar unit atau satuan kerja. Terbentuknya unit atau satuan kerja terspesialisasi dalam
bentuk berbagai lembaga publik inilah yang dikenal sebagai buah dari perspektif kelem-

bagaan.
Kemudian administrasi negara mulai menampakkan wujud jati-dirinya secara nyata

dengan perspektif pengelolaan (manajemen). Dilihat dari perspektif inilah administrasi

negara menunjukkan sejumlah proses kegiatan yang secara sengaja dirancang dan dl-
lakukan untuk mencapai berbagai tujuan yang telah ditetapkan. Tidak sekadar teknis, dari
perspektif pengelolaan ini telah membuat administrasi negara menjadi kian berbobot de-
ngan lahirnya sejumlah prinsip manajemen (the principles of management) sebagai dasar
pengelola organisasi dalam melaksanakan berbagai tug as, peran dan fungsinya.



The most important thing dalam fungsi administrasi negara adalah perspektif etika.
Semua aktor yang terlibat baik dalam tahapan perumusan hingga evaluasi kebijakan harus
memiliki mindset tentang perlunya nilai spesifik yang dapat membedakan "salah" dan "be-
nar" serta "baik" dan "buruk". Perspektif etika dalam administrasi negara memilki a pivotal
role sebagai panduan aktor dalam mempersepsi suatu obyek kebijakan, bersikap, dan
kemudian berperilaku secara elegan.

Keutuhan perspektif administrasi negara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya
ditandai dengan adanya perhatian birokrasi pada setiap situasi yang berkembang tidak
hanya secara internal namun juga pada lingkungan eksternal. Dengan perspektif lingkung-
an, administrasi negara berusaha untuk selalu antisipatif melalui langkah kegiatan meng-
identifikasi arah kecenderungan perubahan yang sedang dan akan terjadi dalam kondisi
lingkungan sekitar. Perubahan tersebut diyakini memang dapat mempengaruhi struktur

organisasi, pengelolaan, kebijakan dan bahkan nilai-nilai etika dan tanggungjawab moral.
Akhirnya dengan melihat administrasi negara melalui perspektif sebagai pamungkas

yakni tanggung jawab atau akuntabilitas, masyarakat dapat merasakan tentang semakin
perlunya kehadiran sekaligus peran, fungsi serta kedudukan suatu pemerintahan dalam
menjalankan berbagai fungsi pengelolaan kehidupan masyarakat dalam suatu negara
melalui kebijakan publik.

Makna administrasi negara menjadi kian mendalam seiring dengan dinamika yang
berkembang dalam lingkungan sekitarnya. Perkembangan teknologi informasi dan ko-

munikasi serta perubahan sosial yang terjadi telah menunjukkan dan melahirkan adanya
pergerakan kebudayaan manusia yang kian terbuka. Dalam konteks yang demikian inilah
ilmu dan seni administrasi negara secara responsif melakukan sejumlah pencarian untuk
menemukan berbagai nilai (values). Nilai-nilai terse but akhirnya menjadi dasar bagi wujud
administrasi negara yang secara ajeg mengedepankan efisiensi, efektivitas, rasionalitas,

keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas kinerja sebagaimana tercermin dalam state
of the arts substansi administrasi negara yaitu good governance. Administrasi negara akan
"ditinggalkan" user-nya jika tidak mampu mengantarkan masyarakat menuju kehidupan
yang lebih baik. Nilai-nilai good governance itulah yang mengokohkan posisi administrasi
negara hingga saat ini.

Dengan peran dan fungsi yang embedded dalam administrasi negara, semua pihak
membuat kesepakatan bahwa posisi ilmu dan seni ini memang sangat penting dalam
upaya memberi penguatan pada setiap jengkal kehidupan masyarakat. Substansi

,,,,iminic:tr,,,<::i negara adalah menyajikan pelayanan bagi masyarakat sedemikian rupa efektif

manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Peran
administrasi negara menjadi kian elok dengan melihat bahwa pemerintah di se-

negara selalu berusaha meningkatkan profesionalisme aparaturnya, mengembangkan
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berbagai metode peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktifitas aparatur dan organi-
sasi. Masyarakat selalu berharap bahwa pemerintah dapat mencerahkan kehidupannya

sebagaimana tercermin dalam ideologi masyarakat madani. Dalam kondisi yang demikian
inilah, akhirnya dapat disadari bahwa administrasi negara kini menjadi bagian penting yang
dapat diandalkan untul<mewujudkan masyarakat madani itu,
Kegiatan Administrasi Negara

Kegiatan administrasi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat men-
jangkau semua aspek kehidupan mulai dari kebutuhan dasar berupa pelayanan kesehat-
an, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan ekonomi, hingga masalah-masalah kebutuhan
legalitas dan ketertiban masyarakat serta menjalin hubungan dengan pihak luar negeri. Di
sam ping itu pemerintah juga berkewajiban mendorong akselerasi pembangunan dengan
kemampuannya menyediakan infrastruktur untuk mendorong dan menjaga momentum

pertumbuhan ekonomi berupa tatanan fisik dan non-fisik yang efisien. Dengan demikian
kegiatan mulia administrasi negara terse but sekaligus juga dimaksudkan untuk menjamin
terbangunnya sistem sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi yang mengarahkan pada
pencapaian tingkat pengembangan kualitas manusia secara optimal.

Dukungan kelembagaan yang selama ini menjadi fokus reformasi birokrasi di Indo-
nesia secara formal dilakukan kementerian dan non-kementerian di tingkat pusat. Semen-
tara di daerah dilakukan berbagai perangkat berupa sekretariat daerah, dinas, badan, kan-
tor, dan lembaga lainnya. Secara operasional, kegiatan administrasi negara merupakan
kegiatan yang dilakukan pejabat struktural yang memimpin suatu unit atau satuan kerja
tertentu maupun oleh pejabat bukan pimpinan unit atau satuan kerja. Secara khusus, fokus
kegiatan adminstrasi negara diarahkan pada aspek pengelolaan dari implementasi kebi-
jakan publik. Proses perbaikan kelembagaan hingga saat ini menjadi persoalan sangat
serius khususnya dalam mewujudkan administrasi negara di Indonesia yang efektif dan
efisien.

Hal mendasar dari kegiatan adminstrasi negara berkaitan dengan tujuan yang hen-
dak dicapai yakni memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan de-
mikian orientasi aparatur dalam birokrasi tidak lain merupakan representasi kepentingan
masyarakat. Dalam konteks yang demikian inilah akhirnya dapat dipahami tentang perlu-
nya netralitas dan mindset aparat dan birokrasi yang harus menilikberatkan pada kepen-
tingan masyarakat.
Esensi Administrasi Negara

Sejalan dengan rekomendasi Wilson dan pandangan Taylor, esensi administrasi ne-
gara adalah rasionalitas. Untuk menegaskan pandangan esensial ini patut disimak tulisan
Ignace Snellen (2002) berjudul "Conciliation of Rationalities: The Essence of Public Admin-
istration" yang dimuat dalam jurnal Administrative Theory & Praxis berikut.
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" rationality is seen as the core of public administration. In history this core
is approached successively in a predominantly legal-procedural, a. political, a
scientific and an economic way ..... every act of public administration has to meet
simultaneously the requirements of four rationalities "

Uraian klasik Wilson dan Taylor yang kemudian diingatkan kembali oleh Snellen dalam
administrasi negara kontemporer sebenarnya memperkuat pandangan klasik sebelumnya
dari Max Weber tentang bureaucracy. Birokrasi selama ini di mata masyarakat memiliki
stigma dengan konotasi sebagai terlalu kompleks, berprosedur dan dengan aturan yang
rigid dan inflexible, serta dihuni oleh orang-orang yang tidak kompeten. Padahal menurut
Weber, birokrasi tidak lain merupakan konsekuensi dari peningkatan kompleksitas kehi-
dupan masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, Weber menyaji-
kan suatu preskripsi tentang perlunya berbagi asas (principles) yakni spesialisasi, hirarki,
seperangkat peraturan dan prosedur serta aparat yang profesional dan tidak dipilih ber-
dasarkan atiansi potitik tertentu. Model esensial dari Weber inilah yang hingga kini rneru-
pakan sumbangan fenomenal bagi administrasi negara yang menegaskan kembali bahwa
birokrasi merupakan suatu bentuk rasionalisasi organisasi dalam masyarakat.

Sementara itu, administrasi negara kontemporer yang terpusat pada tema tentang re-
formasi birokrasi dan administrasi mendapat sentuhan perspektif mutakhir, termasuk mun-
culnya serangkaian konsep seperti good governance dan electronic government. Semua
konsep tersebut bagaikan resep yang mengandung obat-obatan untuk menyembuhkan
penyakit kronis dalam pelayanan publik.
Reformasi Birokrasi

Sebagai esensi administrasi negara, rasionalitas birokrasi berkembang sedemikian
rupa sehingga semua isu dan tema yang berkembang secara scientific mengarah pada
kebutuhan praksis kemasyarakatan. Sebagai ilrnu yang bersentuhan langsung dengan
politik, administrasi negara memiliki peran sangat penting dalam suatu negara dengan
jajaran pemerintahannya guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertera dalam
Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Kualitas pemerintahan dideterminasi oleh bangunan

pelayanan administrasi negara kepada warga negara/masyarakat. Sejalan dengan

pelayanan berkualitas kepada warga negara itulah administrasi negara kembali
istilah yang sangat populer saat ini yakni "reformasi birokrasi", Lahirnya istilah
penanda bagi fenomena pergeseran paradigma administrasi negara di lndone-

yang sebetulnya sudah mulai terjadi sejak tahun 1950-an hingga dekade 2000-an ini.
Sebagaimana telah diuraikan di bagian awal pengantar ini, bahwa paradigma klasik

tlrlrninic:tr·::lc:i negara dalam perkembangannya mendapat kritik yang sangat tajam. Wilson
Taylor serta Weber dan pendukung administrasi klasik lainnya terlalu yakin bahwa se-
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perangkat lembaga atau intitusi negara, proses legal formal dan prosedur, serta sistem dan
struktur organisasi dapat sungguh-sungguh memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara efektif. Dalam kenyataannya, keyakinan tersebut terbukti mengalami sejumlah am-
bivalensi. Organisasi birokrasi rasional yang bekerja melalui sejumlah aturan dan prose-
dur dengan dukungan aparatur atau pegawai negeri sipil secara pasang-surut mengalami
pembiasan yang cenderung bersifat politis dan terlembagakan secara ketal. Bertarnbah-

nya aturan secara internal serta pola kerja yang cenderung rutin dengan tugas yang tetap
dan monoton akhirnya justru membuat pegawai negeri sipil terjebak dalam "zona kenya-
manan" yang berakibat bkokrasi sangat lamban melayani dan mengatasi semua kebu-
tuhan masyarakat.

Birokrasi dengan model klasik dinilai tidak tanggap atau responsif terhadap semua ke-
butuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan serba cepat dan efektif. Negara yang

sudah terlanjur lamban, akhirnya secara global berposisi marginal dengan bukti puluhan
survei lokal, nasional, dan internasional yang memposisikan Indonesia sebagai negara
yang tidak "ideal" dalam berbagai bidang. Sumber daya dan kekayaan potensiallain tidak
termanifestasikan secara efisien dan efektif, sementara praktek korupsi dan kolusi kian
subur sedemikian rupa sehingga menyebabkan birokrasi menjadi sasaran empuk cercaan
masyarakat. Dalam situasi yang demikian inilah, birokrasi harus mentransformasi dirinya
agar kepercayaan masyarakat kembali diraih dengan ujung pada penolakan terhadap
anarki serta mewujudkan ketertiban rnasyarakat, Pandangan model klasik dalarn adminis-

trasi negara merupakan setapak jalan panjang sejarah ilmu ini yang bisa jadi merupakan
batu pijakan bagi berkembangnya pemikiran alternatif yang melahirkan paradigma baru,
kontemporer dan progresif. New Public Management, Good Governance, serta Sound
Governance yang menekankan pada pengembangan inovasi dalam kebijakan dan admi-
nistrasi adalah sederetan hasil pemikiran kontemporer sebagai acuan birokrasi di berbagai
negara dalam mereformasi dirinya.

Dengan pemikiran dan paradigma baru dalam administrasi negara, birokrasi mengem-
bangkan sayap kualitas pelayanannya dengan menjangkau sejumlah isu strategis ke-
masyarakatan. Kedalaman dan keluasan khasanah administrasi negara semakin nyata
dengan sejumlah kemampuannya mengatasi berbagai isu dalam masyarakat. Sekarang
para ahli (scholars) dan mahasiswa administrasi negara di Indonesia dan bahkan negara
lain tidak mempelajari materi-materi pembelajaran yang absurd. Semua pemangku ke-

pentingan administrasi negara sedang memfokuskan energinya untuk selalu berusaha
, mengikuti arah perubahan yang sedang dan yang akan terjadi. Maka kekayaan ilmu dan

seni administrasi negara semakin bertambah dengan munculnya berbagai isu kontempo-
rer, misalnya otonomi daerah dan desentralisasi, reformasi birokrasi dan administrasi, pe-
ningkatan kualitas layanan publik, tata kelola yang baik, era dan rezirn globalisasi, mana-
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jemen dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta era e-government dan
e-procurement yang mendorong era transparansi dalam birokrasi serta kebijakan publik.
Dengan semua isu itulah, administrasi negara mencapai sustainable competitive advan-
tage yang dapat bersanding dan bahkan melampaui disiplin ilmu lainnya dalam mencipta-
kan peningkatan kesejahteraan dan peradaban ummat manusia.

Buku yang sedang ada di tangan pembaca inilah yang sangat diharapkan menjadi in-
strumen penting dalam mencapai tujuan-tujuan pemerkayaan ilmu dan seni administrasi
negara.
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